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MOTTO

Kemajuan bukanlah karena memperbaiki apa yang telah kau lakukan,
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RINGKASAN

Tujuan dan arah pembangunan nasional adalah, mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur dalam berbagai bidang diantaranya bidang ekonomi.
Pelaksanaan pembangunan memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar
dan tersedia dalam waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan
oleh masyarakat luas khususnya dunia swasta. Perkembangan dan pertumbuhan
ekonomi dalam rangka pembangunan nasional merupakan hasil pelaksanaan atau
peran serta berbagai instansi dan berbagai pihak.

Kehadiran Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia membawa
dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Adanya deregulasi dan
debirokratisasi peraturan penanaman modal merupakan salah satu upaya
pemerintah untuk lebih memberikan peluang semakin meningkatnya para investor
asing yang menanamkan modalnya.

Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang bagaimana pengaturan
kepemilikan saham PMA, masalah-masalah apa saja yang ada beserta struktur
permodalannya, dan prosedur perubahan status perusahaan penanaman modal
asing menjadi penanaman modal dalam negeri.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi
persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk
membahas masalah-masalah kﬂpamilika_h saham dalam perusahaan penanaman
modal asing antara investor asing dengan investor dalam negeri berdasarkan
Undang-Undang Nomor | Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yvang
bersifat formal seperti undang-undang dan literatur-literatur yang berisi konsep-
konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi
pokok pembahasan. Selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan
pendekatan konseptual. Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan
hukum yang saling menunjang, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode
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preskriptif, sedangkan untuk menarik kesimpulan metode vang digunakan adalah
metode deduktif.

Peningkatan penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing
(PMA) di Indonesia adalah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor |
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian mengalami sedikit
perubahan dan penambahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1970, dimana hingga dewasa ini mengalami peningkatan dibandingkan
dengan keadaan sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut.

Aspek sumber-sumber pendapatan daerah yang dianggap prospektif di
Indonesia adalah penanaman modal, Aktivitas penanaman modal di daerah, baik
yang sedang berlangsung maupun penanaman modal baru sangat diharapkan
menjadi penopang utama pendapatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di
daerah. Kebijakan sistem penanaman modal diarahkan kepada pengaturan yang
lebih jelas dengan skala prioritas untuk tiap-tiap daerah akan membantu
meningkatkan investasi di masa mendatang.

Oleh karena itu, wajar jika Penanaman Modal Asing menjadi salah satu
alternatif yang dianggap bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal

dalam melancarkan pembangunan nasional.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Felakang

Berbicara masalah penanaman modal asing, kita tidak bisa lepas dari
masalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah bertujuan untuk
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil
berdasarkan Pancasila, dan pembangunan nasional juga mencakup pembangunan
ekonomi seutuhnya, dimana dalam pembangunan ekonomi ini, yang dituju oleh
Negara Indonesia ialah : mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan
ekonomi riil. Untuk mengolah semua itu diperlukan pembiayaan atau modal yang
tidak sedikit. Modal itu tidak saja berupa sejumlah nilai valuta, tetapi juga bisa
berupa keahlian untuk mengolah sumberdaya yang ada dengan ditunjang oleh
alat-alat produksi yang dapat diandalkan.

Tujuan dan arah pembangunan nasional adalah, mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur dalam berbagai bidang diantaranya bidang ekonomi.
Pelaksanaan pembangunan memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar
dan tersedia dalam waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan
oleh masyarakat luas khususnya dunia swasta. Perkembangan dan pertumbuhan
ekonomi dalam rangka pembangunan nasional merupakan hasil pelaksanaan atau
peran serta berbagai instansi dan berbagai pihak.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional segenap kemampuan modal
dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan dengan di sertai kebijaksanaan serta
langkah-langkah guna membantu, membimbing pertumbuhan dan meningkatkan
kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi
dalam proses pembangunan, schingga dapat berdiri sendiri dan mampu
memainkan peranan yang sesungguhnya dalam ekonomi Indonesia, sesuai dengan
prinsip percaya kepada kemampuan sendiri.

Meskipun dalam pelaksanaan pembangunan nasional bertumpu pada
prinsip kemampuan diri sendiri, namun dalam pembangunan ekonomi yang
mempunyai arti pengplahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan

ekonomi riil yaitu melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan

1


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi
dan manajemen,

Seperti umumnya negara-negara berkembang, Indonesia dalam hal ini
memiliki keterbatasan modal dan kemampuan untuk mengolah potensi alam yang
dimiliki, Padahal seharusnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional segenap
kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan dengan disertai
kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu pertumbuhan dan
meningkatkan kemampuan yang lebih besar.

Karena itulah pemerintah merasa perlu untuk mengundang para penanam
modal asing dari berbagai negara maju untuk menanamkan investasinya di
Indonesia. Karena Penanaman Modal Asing (PMA) mempunyai peranan yang
sangat penting, terutama dalam bidang-bidang usaha yang memerlukan modal
yang besar, ketrampilan dan teknologi yang tinggi.

Karena itu penanaman modal asing dimungkinkan pada bidang-bidang
usaha yang'menghasilkan barang dan jasa yang sangat diperlukan, memperluas
ekspor dan memerlukan modal investasi yang besar serta teknologi yang tinggi
dan membuka perluasan lapangan kerja. Hal tersebut sepanjang tidak
membahayakan kepentingan ekonomi nasional dan menghambat perkembangan
perusahaan nasional. Dengan demikian bahwa dalam rangka pemikiran
pembuatan undang-undang maupun dalam arah dan kebijaksanaan pembangunan,
penanaman modal asing berperan sebagai pelengkap serta membantu dalam
pembangunan nasional.

Pada dasamya terbukanya pintu terhadap penanaman modal asing
berdasarkan Undang-Undang Nomor | tahun 1967, tentang Penanaman Modal
Asing (UUPMA), tidak terlepas dari berbagai perkembangan internasional dan
regional yang sangat berpengaruh, baik langsung ataupun tidak langsung terhadap
perkembangan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, perkembangan Indonesia ikut
mempengaruhi corak dari perkembangan Internasional. Bahwa interpendensi itu
akan terasa berhubungan dengan semakin meningkatnya peranan teknologi,
komunikasi serta perubahan-perubahan kekuasaan yang terjadi di dalam politik.

Sehingga tidak ada satu negara atau kelompok negara dewasa ini yang mampu
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memecahkan masalah-masalah pokok dalam isolasi yang terlepas dari bagian
dunia lainnya.

Meskipun tidak bisa disangkal bahwa sumbangan bersih penanaman
modal asing kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia bersifat positif, ini terjadi
apabila tambahan Gross National Product (GNP) yang dihasilkan oleh
penanaman modal asing adalah lebih besar dibandingkan dengan arus bersih
modal yang dibawa keluar oleh pemilik modal asing. Namun dalam penanaman
modal asing perbedaan kepentingan antara penanaman modal asing dengar negara
penerima modal asing, termasuk di Indonesia, tidak selalu bisa dihilangkan.
Karena kepentingan penanam modal asing adalah mencari keuntungan atas dasar
prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Sedangkan kepentingan negara penerima
modal adalah mengembangkan perekonomian nasional untuk kepentingan
nasional, yang jika perlu akan dilakukan dengan menomor duakan prinsip-prinsip
ekonomi. Kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut akan berakibat
terjadinya ketidak seimbangan kedudukan.

Pokok masalah ketidak seimbangan antara penanam modal asing dengan
negara penerima modal asing adalah berupa ketidak seimbangan dalam menikmati
hasil usaha dari penanaman modal asing tersebut. Menurut Kith Griffin, bahwa
kenyataan di atas sesungguhnya menempaikan modal asing sebagai pengganti
belaka, bukan menjadi pelengkap modal dalam negeri. Akibatnya, modal dalam
negeri semakin berada di bawah kontrol Multi National Corporation (MNC)
dalam sektor-sektor dinamis dan modermn. Sementara sektor yang terbelakang
disisakan untuk modal dalam negeri.

Atas dasar ketidak seimbangan kedudukan diatas, timbul serangkaian
tuntutan peningkatan peranan dari negara-negara penerima modal asing agar
memiliki kedudukan serta peranan yang wajar dalam tata ekonomi Internasional.
Dalam konteks Indonesia tuntutan akan peningkatan peranan dalam kegiatan
pengelolaan ckonomi oleh penanaman-penanaman modal asing adalah sehagai
akibat dari perkembangan penanaman modal asing yang tidak menempatkan pihak

Indonesia dalam posisi yang saling menguntungkan. Dan anchnya hukum
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Indonesia tidak bisa berbuat banyak, malah dalam beberapa hal ternyata ikut
menguntungkan investor asing.

Untuk Mengarahkan penanaman modal asing agar dapat dimanfaatkan
sebesar-besarmya bagi pembangunan nasional, maka pada tahun 1974, pemerintah
meninjau kembali kebijaksanaan terhadap penanaman modal asing dimana telah
berlaku sejak di berlakukannya UUPMA dengan mengeluarkan kebijaksanaan
pemerintah 22 Januari 1974 tentang penanaman modal asing, yang kemudian
diikuti dengan serangkaiaan peraturan lainnya mengenai penanaman modal asing
di Indonesia. Inti Pokok Kebijaksanaan Pemerintah 22 Januari 1974 diatas adalah
menciptakan keseimbangan kedudukan dan pembagian hasil usaha (distribution of
again) yang saling menguntungkan. Sehingga penanaman modal asing dapat
diselenggarakan secara rasional. Adapun kebijaksanaan pemerintah tahun 1974
menetapkan persyaratan baru bagi penanaman modal asing, dimana penanaman
modal asing harus dilakukan dalam bentuk kerjasama patungan (jeint venture)
antara modal asing dengan modal nasional, persyaratan penggunaan Kkerja
Indonesia, kredit investasi hanya untuk golongan pribumi.

Dari persyaratan-persyaratan baru dalam penanaman modal asing yang
ditetapkan di atas, yang sampai saat ini telah mengalami beberapa perubahan
sejak ditetapkan pada tahun 1974, ketentuan penanaman modal asing dalam
bentuk kerjasama patungan hanya mengatur perimbangan pemilikan saham antara
pihak asing dan pihak nasional dan jangka waktu pengalihan saham dari asing
kepada pihak nasional dalam perusahaan patungan. Pengaturan tersebut tidak
disertai dengan ketentuan mengenai kedudukan para pihak (pihak asing dan pihak
nasional) dalam pengelolaan (manajemen) atas perusahaan patungan sebagai
konsekuensi penyertaan modal pihak nasional. Di Indonesia masalah pemilikan
dan kelangkaan modal bersifat jangka panjang merupakan salah satu hambatan
dalam usaha penyertaan modal nasional pada penanaman modal asing dalam
bentuk kerjasama patungan untuk memperoleh saham mayoritas (majority share),
sehingga dapat lebih menguasai perusahaan patungan tersebut. Namun menurut
Yusuf Panglaykim, bahwa ownership mayority (kepemilikan mayoritas) tidak

selalu dapat menjamin penguasaan dan kontinuitas perusahaan, karena teknologi,
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manajemen dan marketing masih merupakan aspek yang cukup penting dalam
mengukur keberhasilan usaha (1982:27).
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas
lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul :
"Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan
Modal Asing Antara Investor Asing Dengan Investor Dalam Negeri
Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman
Modal Asing”,

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan
pokok yang menyangkut kepemilikan saham perusahaan modal asing antara
investor asing dengan investor dalam negeri yang dimaksud adalah sebagai
berikut :
|. Bagaimana ketentuan pendirian perusahaan pada perusahaan penanaman
modal asing?
2. Masalah-masalah apa saja yang ada dalam kepemilikan saham dan struktur
permodalan dalam perusahaan penanaman modal asing?
3. Bagaimanakah prosedur perubahan status perusahaan penanaman modal asing

menjadi penanaman modal dalam negeri?

1.3 Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan utama yang hendak dicapai,

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus,

1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :
I. Tujuan yang bersifat akademis, yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat-
syarat dan tugas diberikan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Jember.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah
diperoleh dalam perkuliahan dengan menghubungkan antara teori dan
kenyataan yang ada dalam masyarakat,

3. Memberikan sumbangan berupa karya tulis ilmiah kepada almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan Khusus dari penulisan skpipsi ini merupakan tujuan vang berkaitan
dengan objek studi, dengan pembahasan yang ada. Tujuan khusus dalam
penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam pendirian perusahaan modal
asing.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah kepemilikan saham dan struktur
permodalan dalam perusahaan penanaman modal asing.
3. Untwk mengetahui perubahan status perusahaan penanaman modal asing

menjadi penanaman modal dalam negeri.

1.4 Metode Penelitian

Untuk memperoleh suatu penelitian yang memenuhi syarat-syarat ilmiah,
maka dibutuhkan suatu cara atau metode yang mengandung unsur-unsur
kebenaran yang nyata dan harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya,
baik dalam proses pengumpulan bahan atau data penelitian maupun dalam
menganalisa permasalahan serta memudahkan suatu kesimpulan atau memeriksa
kebenaran pernyataan.

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting sebagai suatu
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi ( Marzuki, 2005:35 ).

1.4.1 Pendekatan Masalah
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum vang

bersifat formal seperti undang-undang dan literatur-literatur yang berisi konsep-
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konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi
pokok pembahasan. Selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan
pendekatan konseptual ( conceprual approach ) ( Marzuki, 2005:95 ).
1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan
dalam memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang diperoleh
diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Di dalam penulisan skripsi ini,

sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah :

1.4.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,
artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum
yang diperoleh dari mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana
dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam
skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan utama adalah
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang
dibahas, yaitu Undang-Undang Nomor | Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang
Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman
Modal Asing, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
57/8K/2004 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman
Modal Asing, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan

permasalahan yang dibahas.

1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan
hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks, kamus-

kamus hukum, jurnal-jumal hukum dan komentar-komentar atas putusan
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pengadilan yang berkaitan dengan penanaman modal asing itu sendiri ( Marzuki,
2005:141 ).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan
dengan cara:
I. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dipergunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi,
teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penamuan yang berhubungan
dengan pokok-pokok permasalahan (Soemitro, 1990:98). Adapun studi
kepustakaan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, adalah dengan mengkaji
dan menelaah peraturan perundang-undangan vang berlaku dalam kaidah hukum
Indonesia, karya ilmiah serta literatur-literatur yang berhubungan dengan skripsi
ini.
2. Studi Dokumen

Studi  dokumen merupakan suatu metode yang dilakukan dengan
mempelajari artikel-artikel, arsip-arsip atau dokumen-dokumen dari objck
penelitian atau pihak yang terkait yang mendukung analisa-analisa terhadap
bahan-bahan hukum yang sudah ada.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, penulis pertama-tama melakukan langkah-
langkah penelitian hukum, yaitu: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan
mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang
hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya
dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan
telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah
dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab
isu hukum; (5) memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun
di dalam kesimpulan ( Marzuki, 2005:171 ).
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Bahan hukum yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan
terarah, serta dianalisis dengan metode preskriptif. Pemberian preskripsi bukan
merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itulah
yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru
atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru
itulah diberikan preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau angan-
angan kosong ( Marzuki, 2005:206-207 ).
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BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Tuan Krishnan seorang pengusaha warganegara Singapore yang
bertempat tinggal di Singapore Apt.Blk 210 #03-121. Boon Lay Place, dimana ia
sebagai investor asing yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia dan
bekerjasama dengan investor dalam negeri yaitu Tuan Anang Pujiharjo swasta
warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Sidoarjo, Dusun Godeg Kulon
RT 13 RW 07, Kelurahan Gading, Kecamatan Krembung. Pada tanggal 4 Mei
1999 mengajukan permohonan pendirian perscroan terbatas dihadapan Johan
Sidharta, S.H., M.S., Notaris di Surabaya.

Kedua pihak tersebut sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan
sebuah perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor | Tahun
1967 mengenai Penanaman Modal Asing. Dimana perseroan terbatas inj bernama
PT. SUPA SURYA NIAGA, yang melakukan usaha dalam bidang industri,
khususnya industri pengolahan sayur-sayuran, usaha ruang pendingin (cold
stroge), pengepakan (packing) dan industri pengeringan palawija.

Pereeroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik
didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sepanjang diperbolehkan atau
diijinkan oleh Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang berlaku di
Indonesia. Dalam ketentuan yang berlaku para investor asing yang ingin
mendirikan perusahaan modal asing di Indonesia harus bekerjasama  dengan
investor dalam negeri walaupun modal vang dimiliki investor dalam negeri tidak
sebanyak modal yang dimiliki olch investor asing, asalkan ada saham milik
investor dalam negeri sedikit saja pihak investor asing sudah boleh mendirikan
perusahaan modal asing di Indonesia.

Dalam hal ini saham Tuan Krishnan sebanyak 900 saham dengan nilai
nominal Rp.7.920.000.000,- (tujuh milyard sembilan ratus duapuluh juta rupiah)
atau US$ 900.000,- (sembilan ratus ribu Dollar Amerika Serikat), sedangkan

saham milik Tuan Anang Pujiharjo sebanyak 100 saham dengan nilai nominal

10
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Rp.880.000.000,- (delapan rﬁtus delapanpuluh juta rupiah) atau USS 100.000,-
(seratus riku Dollar Amerika Serikat). Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000
saham dengan nominal sebesar Rp.8.800.000.000,- (delapan milyard delapan ratus
juta rupiah) atau US$ 1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat).

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam menganalisa permasalahan dalam
penulisan skripsi ini adalah :
I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor | Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing, khususnya @
a) Pasal |

Pengertian Penanaman Modal Asing didalam Undang-Undang ini

hanyalah meliputi Penanaman Modal Asing secara langsung yang

diiakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang
ini yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti
bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman
maodal tersebut,

b) Pasal 2

Pengertian Modal Asing dalam Undang-Undang ini adalah :

a, alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari
kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah
digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;

b. alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik
orang asing, dan bahan-bahan yang dimasukkan dari |uar ke dalam
wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari
kekayaan devisa Indonesia;

c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang
Momor | Tahun 1967 diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan

untuk membiayai perusahaan di Indonesia.
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c) Pasal 3 ayat (1)
Perusahaan yang dimaksud dalam pasal | yang dijalankar untuk
seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan
tersendiri harus berkedudukan di Indonesia.

d) Pasal 3 ayal (2)
Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk
seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan
tersendiri.

e) Pasal4
Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan Modal
Asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi
Masional maupun e¢konomi daerah, macam perusahaan, besarnya
penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan
rencana pembangunan Ekonoini Nasional dan Daerah.

f) Pasal 5ayat (1)
Pemerintah menatapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi
modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang
harus dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam tiap-tiap usaha
tersebut.

g) Pasal 5 ayat (2)
Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada wakiu
Pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah
dan jangka panjang dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta

technologi.

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang

Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka

Penanaman Modal Asing, khususnya:
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Pasal |

Persetujuan penanaman modal asing diberikan dalam rangka mendirikan

perusahaan penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas

menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 2 ayat (1)

Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk :

a. Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara
Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau

b. Langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara
dan/atau badan hukum asing.

Pasal 2 ayat (2)

Jumlah modal vang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing

ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan usahanya.

Pasal 4 ayat (1)

Kegiatan usaha perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dapat

berlokasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 4 ayat (2)

Bagi daerah yang telah ada Kawasan Berikat atau Kawasan Industri, lokasi

kegitan perusahaan tersebut diutamakan di dalam kawasan tersebut.

Pasal 6 ayat (1)

Saham peserta Indonesia dalam perusahaan yang didirikan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya 5% (lima

perseratus) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian,

Pasal 6 ayat (2)

Penjualan lebih lanjut saham perusahaan diatas jumlah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia

atau badan hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki warga negara

Indonesia melalul pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak

dan/atau pasar modal dalam negeri.
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Lad

. Undang-lIndang Nomor | Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

-y

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga Kerjaan.

Lh

. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanaman
Modal.

. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004

o

tentang Pedoman Dan Tata Cara permochonan Penanaman Modal Yang
Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman
Modal Asing.

7. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004
tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal.

2.3 Landasan Teori _
2.3.1 Pengertian Penanaman Modal Asing

Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan modal asing disini
menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor | Tahun 1967 adalah alat pembayaran
luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang
dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiaysan perusahaan di
Indonesia. Alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik
orang asing, dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah
Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1967 diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan
di Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing hanyalah
meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor | Tahun 1967, hal ini dapat ditemukan pada
pasal | yang menyatakan “Pengertian Penanaman Modal Asing di dalam Undang-
Undang ini hanyalah meliputi Penanaman Modal Asing secara langsung yang
dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini
yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa
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pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal
tersebut”.
Perumusan pasal 1 tersebut mengandung beberapa unsur, dimana tentunya
memiliki penjelasan yang cukup beralasan, yaitu :
a. Penanaman modal secara langsung
Dalam hal ini undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa
yang dimaksud dengan penanaman modal secara langsung itu, tetapi Ismail Suny
dan Rudiono Rochmat dalam bukunya yang berjudul “Tinjauan dan Pembahasan
Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri”,
mengemukakan definisi yang diberikan Organization feo European Economic
Operation atau disingkat OEEC (1968:24).
OEEC ini memberikan dua pengertian mengenai penanaman modal atau
invesment ini menjadi :
1. Direct Invesment.
Yang dimaksud dengan direct investment adalah dimana penanam modal
alau investor diberi kekuasaan mengusahakan dan menyelenggarakan
pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti bahwa
penanam modal diberikan penguasaan atas modal.
2. Portfolio Invesment :
Sedangkan yang dimaksud dengan portfolio invesment ialah kebalikan
dari pengertian direct invesmeni diatas, karena di dalam porgolio
invesment ini pemilik modal asing hanya memiliki sejumlah saham dalam
perusahaan tanpa memiliki kekuasaan langsung dalam manajemen
perusahaan.
Dengan Kkata lain mengenai pengertian portfolio invesment yaitu dimana
penanaman modal dapat dilakukan dengan jalan membeli saham-saham
atau obligasi-obligasi di suatu perusahaan dalam jumlah sedemikian,
sehingga tidak mencukupi untuk memberikan penguasaan langsung dalam
manajemen perusahaan.
Mengenai cara pengesahannya, portfolio invesment lebih mudah daripada

direct invesment. Karena untuk dapat membeli saham-saham tersebut,
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kepada warga negara asing atau badan hukum asing hanya cukup dengan
diberikan izin umum oleh biro lalu lintas devisa,
Berbeda halnya dengan penanaman modal asing dalam bentuk direct
invesment, kKhususnya mengenai pendirian atau pembentukan perusahaan
baru, sebabnya proyek yang bersangkutan tidak saja harus memenuhi
syarat formal yaitu, harus dipenuhinya peraturan-peraturan dari biro lalu
lintas devisa dari negara yang bersangkutan, tetapi juga harus memenuhi
syarat material dalam arti kegunaan proyek tersecbut harus memenuhi
ketentuan kebutuhan ekonomi negara,
Jadi dari pengertian direct invesment tersebut di atas jika dihubungkan
dengan unsur penanaman modal secara langsung dari pengertian
penanaman modal asing pasal | Undang-Undang Nomor | Tahun 1967
adalah sesuai. Kemudian jika unsur penanaman modal secara langsung
dihubungkan dengan penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan,
maka dapat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan
bagi penanaman modal untuk mengusahakan dan menyelengparakan
pimpinan dalam perusahaan yang dijalankannya di Indonesia bersama
dengan patner usahanya.
Kekuasaan yang diberikan kepada pihak asing itu dapat dilihat dari bunyi
penjelasan pasal 9 Undang-Undang Nomor | Tahun 1967, yaitu :
“Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan
direksi perusahaan-perusahaan dimana modalnya ditanam”.
b. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan
Untuk memahami pengertian dari penggunaan modal untuk menjalankan
perusahaan, dapat dilihat dari bunyi penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor |
Tahun 1967 dimana dibedakan pengertian penanaman modal asing dengan kredit
luar negeri, Dan dijelaskan lebih lanjut, bahwa Undang-Undang Nomor | Tahun
1967 tidak mengatur hal kredit, hanya mengatur penanaman modal asing saja.
Dalam penanaman modal asing, penggunaan modal harus dilakukan secara
langsung, yang berarti si pemilik modal langsung mengusahakan modalnya
tersebut dengan turut serta dalam menjalankan perusahaan. Jika dalam hal kredit,
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penggunaan modal tersebut adalah oleh si peminjam, si pemilik modal tidak
mcncampur'i urusain penggunaan modal tersebut.
Tentang perusahaan ini terdapat banyak pengertian di antaranya ialah :

I. Menurut pemerintahan Belanda pada saat membacakan rencana undang-
undang Wetboek van koophandel dimuka parlemen, yang menerangkan
bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara
tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan
untuk mencari laba.

Pengsrtian perusahaan ini mengandung tiga unsur, yaitu :
a. Perbuatan vang tidak terputus-putus;

b. Dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu;
¢. Untuk mencar laba.

2. Menurit Prof. Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan
vang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk
mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang,
menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.
Pengertian perusahaan disini memiliki enam unsur, yaitu :

a. Perbuatan yang terus-menerus;

b. Bertindak keluar;

¢. Mendapatkan penghasilan;

d. Memperniagakan barang-barang;

¢. Menyerahkan barang-barang;

f. Mengadakan perjanjian perdagangan.

3. Menurut Polak, di sini ia memandang pengertian perusahaan dari sudut
komersial, yang mana dikatakan bahwa baru ada perusahaan itu bila
diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan
segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.

Pengertian perusahaan ini hanya memiliki dua unsur, yaitu :
a. Perhitungan tentang laba rugi;
b. Dicatat dalam pembukuan.
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Dari pendapat-pendapat diatas mengenai pengertian perusahaan dapat
kita ambil kesimpulan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang
dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan serta tidak bertentangan dengan
undang-undang, untuk mendapatkan laba dan dicatat dalam suatu pembukuan.

c. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik asing

Seperti penjelasan diatas, mengenai unsur ini masih dilihat dari segi
perbedaan antara penanaman modal asing dengan kredit luar negeri. Dimana jika
dilihat dari segi kegunaannya, yang menggunakan penanaman modal asing adalah
diri pribadi si pemilik modal, maka ia juga harus btgﬁhnggung Jjawab terhadap
resiko dari kemungkinan yang ditimbulkannya. Lain halnya dengan kredit luar
negeri, karena yang menggunakannya ialah peminjam, maka pihak peminjam
inilah yang harus menanggung resiko dari akibat-akibat usahanya dengan modal
tersebut, ter'masuk pembayaran bunganya.

Jadi dari pendapat tersebut dapat diketahui, hampir tidak ada perbedaan

antara pengertian penanaman modal asing dengan kredit luar negeri.

2.3.2 Pengertian Saham

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, saham diberikan
pengertian sebagai sebagian kepemilikan dalam suatu Perseroan Terbatas (PT)
atau modal yang ditanam dalam persercan yang dimiliki oleh sesuatu pihak oleh
masing-masing dalam bentuk sertifikat saham.

Saham adalah surat berharga bukti kesertaan penyetoran modal pada
Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemegangnya sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor | Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT). Dalam definisi tersebut terdapat unsur-unsur pengertian saham, yaitu :

a. Surat berharga,

ini berarti pada saham tertulis sejumlah uang wvang menjadi hak

pemegang, hak tersebut dibuktikan dengan penguasaan saham itu, dan

saham itu dapat dipindah tangankan.
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b. Bukti penyetoran modal, ini berarti pemegang saham itu adalah penanam
modal pada Perseroan Terbalas yang dibuktikan oleh saham yang
dikuasainya. .

¢. Hak pemegang, ini berarti dengan menguasai saham itu pemegang
memperoleh hak seperti diatur dalam UUPT, misalnya dividen, mengikuti
rapat pemegang saham.

UUPT mengenal Kklasifikasi saham dengan maksud memberikan
keleluasaan bagi mercka yang akan menanamkan modalnya pada perseroan
dengan memilih jenis saham yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
Kriteria penentuan klasifikasi dapat berdasarkan hak suara, pembagian dividen,
kemampuan untuk ditukarkan dengan klasifikasi lain. Dalam pasal 46 ayat (1)
UUPT ditentukan, Anggaran Dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih,
Yang dimaksud dengan klasifikasi saham adalah kelompok saham yang satu sama
lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik tersebut
membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi
yang berbeda. Dalam pasal 46 ayat (2) ditentukan, setiap saham dalam klasifikasi
yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama, misalnya hak suara,
hak menerima dividen dan hak pengalihan.

Dehgan dianutnya sistem klasifikasi oleh UUPT, maka dimungkinkan
munculnya bermacam variasi pemegang saham, yaitu pemegang saham :

a) dengan hak suara, misalnya pada saham biasa.;

b) tanpa hak suara, misalnya pada saham yang dimiliki sendiri olch
perseroan yang bersangkutan;

¢) dengan hak suara khusus, misalnya pada saham prioritas;

d) dengan hak suara terbatas/bersyarat, misalnya saham yang dimiliki oleh
anggota Bursa Efck baru mempunyai hak suara apabila dipenuhi syarat
lertentu.

Karena munculnya bermacam variasi pemegang saham, maka penentuan
korum atau pengambilan keputusan dalam RUPS tidak mengacu kepada bagian

tertentu dari modal ditempatkan, melainkan kepada bagian tertentu dari saham
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dengan hak suara yang sah. UUPT menegaskan pula bahwa pemegang pecahan
nilai nominal saham tidak diberi hak suara perseorangan.(Pasal 47 ayat (2) UUPT)

UUPT merupakan acuan utama dari keberadaan suatu saham, karena
UUPT mengatur saham hampir dari seluruh aspeknya. Yaitu sebagai berikut :

I. Pengaturan saham dari aspek permodalan Perseroan Terbatas.

2. Pengaturan saham dari aspek hak, status, kewajiban dan tanggung jawab
pemegang sahamnya.

3. Pengaturan saham dari aspek rapat umum pemegang saham dan hak
suara,

4. Pengaturan saham dari aspek peralihan dan pembebanannya.

5. Pengaturan saham dari aspek sertifikat, surat saham, pencatatan dan
dokumentasi.

Di samping dalam Kketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas, maka
suatu surat saham diatur juga dalam beberapa ketentuan khusus menurut jenis
perusahaan yang mengeluarkan saham yang bersangkutan. Antara lain dapat
disebutkan sebagai berikut :

I. Untuk saham-saham dari PT BUMN diatur juga dalam aturan mengenai
BUMN.

2. Untuk ssham-saham dari suatu bank diatur juga dalam peraturan
perbankan dan ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Menteri
Keuangan.

3. Untuk suatu PT PMA/PMDN berlaku juga ketentuan-ketentuan yang
berkenaan dengan PMA/PMDN.

2.3.3 Ketentuan Umum Tentang Penanaman Modal Asing

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967,
perusahaan modal asing yang dijalankan di Indonesia harus berbentuk badan
hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Badan hukum
yang dimaksud pada umumnya adalah Perseroan Terbatas yang diatur dalam
Undang-Un::Iung Nomor 1 Tahun 1993.
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2.3.3.1 Tata Cara Pemohon PMA
Adapun tata cara pananaman modal asing adalah sebagai berikut :

a, Calon Penanam modal yang mengadakan usaha dalam rangka Undang-
Undang Nomeor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Momaor 11 Tahun 1970,
harus mengajukan permohonan penanaman modal kepada Meninves/
Kepala BKPM setelah mempelajari terlebih dahulu Daftar Bidang Usaha
yang Tertutup bagi penanaman modal asing;

b. Meninves/ Kepala BKPM menyampaikan permohonan penanaman modal
itu kepada Presiden setelah diadakan penilaian disertai pertimbangan guna
memperoleh keputusan;

¢. Persetujuan atau penolakan Presiden mengenai penanaman modal
disampaikan kepada Meninves/ Kepala BKPM;

d. Apabila disetujui oleh Presiden, Meninves/ Kepala BKPM menyampaikan
surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden (SPPP) tersebut kepada
calon penanam modal dengan tembusan kepada instansi pemerintah yang
terkait, dan SPPP ini berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip;

e. Meninves/ Kepala BKPM atas nama Menteri yang bersangkutan kemudian
mengeluarkan: _

1) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);

2) Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Bea Masuk dan pungutan
impor;

3) Persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing (RPTRA);

4) lzin Usaha Tetap (IUT).

f. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya menggunakan [zin
Lokasi sesuai dengan tata ruang, Hak Guna Bangunan, Hak Guna
Usaha,dan hak Pengelolaaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dati Il atau satuan Kerja Teknis atas nama
Bupati/Walikotamadya, atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan
Kota (P2K) bagi DKI Jakarta atas nama Gubemur mengeluarkan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB);
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h. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat 11 atas nama Bupati/Walikotamadya,
atau Kepala Biro Ketetiban atas nama Gubernur DKI  Jakarta
mengeluarkan lzin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO);

i, lzin UUG/MHO tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis
industrinva diwajibkan menggunakan AMDAL atau berlokasi di dalam
Kawasan Industri atau Kawasan Berikat;

j. Setelah memperoleh SPPP, dalam waktu yang ditetapkan pemohon
menyampaikan daftar induk barang-barang modal serta bahan baku dan
bahan penolong yang akan di impor kepada BKPM untuk memperoleh
ketetapan mengenai fasilitas atau keringanan bea masuk dan pungutan
impor lainnya,

k. Setiap perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh

persetujuan Meninves/ Kepala BKPM, termasuk untuk perluasan proyek.

2.3.3.2 Tata Carn Pemohon PMA Baru

d. Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA, dapat diajukan oleh :

1) Peserta Asing : Badan Hukum Asing atau Perorangan
2) Peserta Indonesia : PT, CV, Fa, Koperasi, BUMN/BUMD atau
perorangan

b. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada MENINVES/Kepala BKPM
disertai dengan Model | PMA dengan tembusan kepada Kepala BKPMD
setempat. Permohonan tersebut dilengkapi :

1} Bagi Peserta Asing
a. Akta Pendirian Perusahaan (PT, BUMN/BUMD, CV atau Fa)
b. Anggaran Dasar yang telah disahkan
KTP
d. NPWP
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2) Bagi Peserta Indonesia
a. Akta Pendirian beserta terjemahan dalam Bahasa Indonesia
'I:r. Uraian proses produksi dilengkapi bagan alir proses dengan
mencantumkan jenis bahan baku bagi industri pengolahan
¢. Uraian kegiatan usaha bagi kegiatan di bidang jasa
3) Rancangan perjanjian usaha patungan (JVA4)
Setelah diadakan penilaian, MENINVES/Kepala BKPM menyampaikan
permohonan tersebut kepada Presiden disertai dengan pertimbangan keputusan

tersebut.
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4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. dapat
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

.

Bahwa untuk dapat mendirikan perusahaan dengan modal ssing, terlebih
dahulu harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat utama yang harus
dimiliki oleh pihak penanam modal asing adalah memperoleh izin
mendirikan perusahaan modal asing dari pemerintah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.
Disamping itu terdapat bidang-bidang usaha yang terbuka bagi penaraman
modal asing, undang-undang terscbut menyebutkan suatu ketentuan
dimana tidak diperkenankan penanaman modal asing secara penguasaan
penuh. Dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk mengajukan
permohonan  mendirikan perusahasn penanamsn modal asing itu,
diharuskan adanya pihak nasional vang menjadi patner usahanyva. Hal
tersebut maksudnya untuk meningkatkan peranan perimbangan partisipasi
dalam pengelolaan penanaman modal antars golongan asing dengan
golongan nasional baik pribumi maupun bukan pribumi. Serta dalam hal
kepemilikan sahamnya, selain investor asing dapat bekerjasama dengan
investor nasional, investor asing juga bisa menanamkan modalnya secara
penuh atau utuh,

Bahwa permasalahan dalam kepemilikan saham yang sering kita jumpai
adalah tentang adanya keluhan patner lokal terhadap pananaman modal
asing. Dimana dalam prakiek perjanjian kerjasama kurang ditemukan
adanya perimbangan modal antara investor esing dengan invetor dalam
negeri yang menurut persyaratan pemerintah 49% banding 51%, sehingga
pihak asing lebih memonopoli kerjasama tersebut. Dengan adanya
pengaturan lerscbut, maka penanaman modal khususnya penanaman
modal asing di Indonesia yang akan melaksanakan usahanya diharuskan
untuk melakukan usaha kerjasama (joint venture) dengan modal nasional

56
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meskipun pengaturan tersebut sedikit bertentangan dengan semangat yang
ada dalam Undang-Undang Nomor | Tahun 1967 tentang Penanaman
Meodal Asing yang pada prinsipnya memperkanankan adanya penanaman
modal asing secara penuh (direct investment). oleh karena itu sudah jelas
bahwa bukan hanya modal tetapi kekuasaan maupun pengambilan
keputusan (decision making) dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala
sesuatu itu memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia, atau
selama pengaturannya tidak melanggar hukum serta ketertiban umum yang
berlaku di Indonesia.

Bahwa dalam melakukan segala permohonan perubahan fentang
penanaman modal asing, pihak penanaman modal asing harus mengajukan
permohonan tersebut dua rangkap kepada Meninves / Kepala BKPM atau
Ketua BEKPMD setempat dan nantinya jika disctujui akan diberi sural
persetujuan yang dikeluarkan oleh Meninves / Kepala BKPM atau
Gubermnur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD atau
Kepala Perwakilan RI yang diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sejak permohonan yang telah lengkap.

4.2 Saran

Atas dasar kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan atas

skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.

Meskipun penanaman modal asing itu dianggap penting untuk
mempercepat  roda perekonomian negara, menurut pendapat saya,
Pemerintah tetap harus mengadakan seleksi lerhadap para investor asing
yang akan mendirikan perusahaan penanaman modal asing di Indonesia
agar tidak dirugikan, tetapi agar pihak asing dan pihak nasional sama-sama
diuntungkan atas pendirian perusahaan penanaman modal asing tersebut.
Karena yang banyak kita ketahui adalah, dimana perusahaan milik asing
selalu lebih baik dan lebih berkembang pesat dalam hal produk, tenaga
kerja dan mesin-mesin yang digunakan untuk berproduksi dibandingkan

dengan perusahaan nasional.
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2. Pemerintah harus lebih bijaksana dan adil dalam memberikan fasilitas dan
kemudahan terhadap perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan
penanaman modal dalam negeri agar para investor dalam negeri tidak
merasa minder atau kurang percaya diri untuk mendirikan perusahaan di
negara sendiri, karena seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini
pendirian perusahaan lebih didominasi oleh investor asing. Karena sudah
dapat di lihat bahwa jelas modal para investor asing lebih banyak daripada
para investor dalam negeri. Apalagi para investor asing itu memakai
Dollar sebagai modal, sedangkan para investor dalam negeri memakai
Rupiah, dimana posisi Dollar lebih tinggi dari Rupiah.

3. Dalam hal ini Pemerintah harus tanggap skan situasinya, dimana
seharusnya bukan hanya perusahaan modal asing saja yang harus
diperhatikan, melainkan perusahaan modal dalam negeri. Dimana
Pemerintah harus menyamakan atau setidaknya sama-sama diberikan
Kelonggaran terhadap perusahaan modal asing dan perusshaan modal
dalam negeri, walaupun kelonggaran tersebut tidak sama-sama dissty
bidang. Jadi menurut pendapat saya, Pemerintah harus merevisi kembali
dan kalau perlu membentuk undang-undang baru untuk perusahaan modal
asing dan perusahaan modal dalam negeri agar sama-sama adil dan
seimbang.
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Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004
‘Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004
Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang
Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman
Modal Asing
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994
Tentang Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan

Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
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REPUBL M INDOKE SIA

PERATURAN SEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1994
TENTANG
PEMILIKAN SAHAM DALAM
PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGER
PENANAMAN MODAL ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a, bahwa dalam rangka lebih mempercepat peningkatan
dan perluasan Kegiatan ekonomi gdan pembangunan
nasignal pada umumnya, diperlukan langkah-langkah
untuk lebih mengembangkan iklim usaha Yang sema-~
kin mantap dan lebih menjamin kelangsungan pena-
Naman modal asing;

b. bahwa untuk maksud tersebur, dipandang perlu me-
fyempurnakan kembali ketentuan pemilikan saham
dalam perusahaan yYang didirikan dalam rangka
Penanaman modal A8ing sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomer 50 Tahun 1993,

Mengingat * 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-ﬂndang Dasar 1935;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1567 tentang Penanam-
an Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor
1., Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagai -
mana celah diubah dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2843) ;

MEMUTUSKAN
Menetapkan . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.

Pasal 1 ...
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T ) ST
Pacsal 3

Persetujuan Penanaman modal asing diberikan dalam
rangka mendirikan Perusahaan penanaman modal asing
Yang berbentuk Persercan Terbatas menurut Hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesig,

beutuk -

4. Patungan antara modal as5ing dengan modal yang
dimiliki warga negara Indonesis dan atau
badan hukum Indonesia; atay

b, langsung, dalam arti seluruh modalnya dimi-
liki oleh wdrga negara dan/atau badan hukum
asing.

(2] Jumlah modal Yang ditanamkan dalam rangka pena-
naman modal dEing ditetapkan sesuail dengan
kelayakan ekonomi kegiatan usahanya.

Pagal 3

(1} Kepada Perusahaan yang didirikan dalam rangka
Penanaman modal asing diberikan izin usaha untuk
jangka wakrtu 1g (tiga puluh) tahun terhitung
sejak perusahaan berproduksi komergial .

(2) Izin usaha dapat diperbarui oleh Menteri Negara
Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal, apabila perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) masih tetap menjalankan
usahanya yang bermanfaatr bagi perekonomian dan
Pembangunan nasional

(3) Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua

Lerkairc.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

. Pasal 4

(1) Kegiatan usaha Perusahaan dalam rangka penanaman
modal asing dapat berlokasi di seluruh wilayah

Republik Indonesia.

{2) Bagi daerah yang telah ada Kawasan Berikat atau
Kawasan Industri, lokasi kegiatan perusahaan
tersebut diutamakan di dalam kawasan tersebut.

Fagal 5

(1) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat melakukan
kegiatan usaha yang tergolong penting bagi
flegara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak
yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta
distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomu-
nikasi, pelayaran, Penerbangan, air mninum,
Kereta api umum, pembangkitan tenaga atom dan

mass media.

(2) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ridak dapat
melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam ayar (1) .

Pasal &

(1) Saham peserta Indonesia dalam perusahaan vang
didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya 5% (lima
perseratus) dari seluruh modal disetor perusaha-
an pada waktu pendirian,

(2} saham ...
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONCSIA

= 4 -

Penjualan lebih lanjut saham perusahaan diacas
jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia
atau badan hukum Indonesia Yang modal sahamnya
warga negara Indonesia melalui

langsung sesuai kesepakatan para
pihak dan/atau pasar modal dalam negeri.

pemilikan

Pasal 7

Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dalam jangka
waktu paling lama lima belas tahun sejak berpro-
duksi komersial menjual sebagian sahamnya kepada
warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia melalui pemilikan langsung atau mela-
lui pasar modal dalam negeri .

Pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) tcidak mengubah status perusa-
haan

Pasal B

Disamping melakukan Penambahan modal saham dalam
Perusahaan yang didirikan
dalam rangka penanaman modal asing yang telah
berproduksi komersial dapat pula

FPeZusahaan sendiri,

a. mendirikan perusahaan baru; dan/farau

b. membeli saham perusahaan yang didirikan dalam
rangka penanaman modal dalam negeri dan/atau
perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka
Penanaman modal asing ataupun penanaman modal
dalam negeri Yang telah berdiri, baik yang
telah atau belum berproduksi komersial mela-
lui pasar modal dalam negeri,

(2} Saham ...
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FPRESIDEN
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Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
b dapat juga dibeli oleh perusahaan yang didiri-

. kan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf a melalui pemilikan langsung sesuai kese-
pakatan para pihak.

Fembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan
sepanjang bidang usaha perusahaan tersebut tecap
terbuka bagi penanaman modal asing.

Pembelian sabam sebagaimanz dimaksud dalam ayat
(1} huruf b cidak mengubah status Perusahaan.

Paral g

Badan hukum asing dapat membeli saham perusahaan
baik yang didirikan dalam rangka penanaman modal
asing, yang didirikan dalam rangka penanaman
modal dalam negeri, maupun perusahaan yang
didirikan bukan dalam rangka penanaman moedal
asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang
belum atau telah berproduksi komersial.

Pembelian saham perusahaan yang didirikan baik
dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun
bukan dalam rangka penanaman modal asing atau-
pun modal dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila
bidang usahanya pada saat pembelian saham terbu-
ka bagi penanaman modal asing.

Pembelian saham Perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan melalui pemilikan
langsung dan/atau pasar modal dalam negeri.

(4} Pemilikan
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(4) Pemilikan langsung oleh badan hukum asing seba-

gaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat di-

_lakukan dalam vpaya penyelamaran dan penyehatan
Perusahaan.

(5) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dan ayat (2) tidak mengubah status perusa-
haan.

J Pasal 10

Ketentuan lebih lanjuc yYang diperlukan bagi pelaksa-
naan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh
Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Medal setelah mendengar pertim-
bangan Menteri terkait,

Pasal 11

Dengan berlakunya Feraturan Pemerintah ini maka
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 tentang
Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Pena-
naman Modal Asing, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman
modal asing yang telah berdiri dan/atau berproduksi
komersial sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah
ini, atas kesepakatan para pemegang saham dapat
menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
ini.

Pasal 13
Peraturan Pemerintah ini mulaj berlaku pada tanggal
diundangkan.

Rgar . . .
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PRESIDEN
ﬁtpuBLutINDmNEmn

memerintahkan
Pemerintah ini

dengan Penem-
Negara Repupli

Patannya dalapm Lembaran k Indonesia,

Ditetapkan di Jakartg
pada tanggal 19 Mei 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A

ttd
Diundnngknn di Jakarta

SOEN a RTO
pada tanggal 19 Mei 10894

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONEST A

ttd

NOERDIZ ONO

EMBARAR NEGARA REPUBLIK IRDON

ESIA Tanun 1994 NoMmon 28
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Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 57/8K/2004 Tentang Pedoman Dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka

Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 57 /SK/2004
TENTANG

PEDOMAN DAN TATACARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL
YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

lenimbang a. bahwa dalam rangks meningkatkan efektiviias dalam menarik

penanam modal untuk melakukan investasi di Indonesia, telah

diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman

Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap,

. bahwa berkenaan dengan butir a tersebut di z1as dipandang perls
menyempurnakan kembali pedoman dan tatacara permohonan
penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negen
(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

=ngingat 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor
I, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tzhun 1970 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2943) ;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17
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Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5,
Tambshan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000 (Lembturan Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986)

Lindang-undang Nomor | Tahun 1995 tentang Perseroan Terbaias
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomer 13,
Tambahan Lembaran Nepara Nomor 3587),

Undang-undang Nomor 9 Tahun 199> tentang Usaha Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74,
ambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612):

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279}; .

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahur 1986 temang Jangka
Wakiu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaian Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3335), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemenntah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Nepara
Nomer 3515);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan
Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 28), secbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4162),

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali

2
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diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2§ Tahun

2004;

- Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang  Kanlor
Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha
Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan
Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Oreganisasi, Dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen, scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
30 Tahun 2003;

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Orgamisasi Dan Tugas Eselon | Lembaga Pemerimah Non
Departemen, sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004:

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis
Usahz Yang Dicadanghan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang Jenis
Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan
Syarat Kemitraan,

Keputusan Presiden Nomor 197/M Tahun 2001;

Reputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional
Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi:

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman
Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui
Sistem Pelayanan Satu Atap,

Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/SK/1994 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang
Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;

Keputusan Menten Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996 tentang
Pemantauan Dan Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal:

3
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24. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
02/5K/2002 wentang Organisasi Dan Tatz Kerja Badan Koordinasi
Penanaman Modal, sebagaimana telah di ubah dengan Keputysan
Kepala Badan Koordinas: Penanaman Modal Nomor 42/SK/2003

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DAN PENANAMAN MODAL ASING.
BAB 1
RETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan ;

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah instansi Pemerintah yang
menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negen
(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA),

Permohonan penanaman modal baru  adalah permohonan  urtuk  mendapatkan
persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) beserta fasilitasnya yang
diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.

Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan untuk mendapatkan
persetujuan penambahan modal besena fasilitasnya dalam rangka penambahan kapasitas
terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa.

Perluasan penanaman modal di subsektor tanaman pangan dan perkebunan adalah
penambahan modal untuk membiayai satu atau lebih kegiatan sebagai berikut:

- Diversifikasi, yaitu menambah jenis tanaman:
- Peremajaan/rehabilitasi yang menggunakan bibit unggul;
- Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi tanpa menambah lahan:
- Menambah kapasitas produksi unit pengolahan;
- Menambah areal tanaman;
Integrasi usaha dengan usaha industsi hulu serta hilir,
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Restrukturisasi adalal suatu kegiatan umtuk mengganti mesin  utama (menambah
peralatan atau komponen mesin) untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan
efisiensi proses produksi tanpa menambah kapasitas,

Permohonan perubshan penanaman modal adalah permohonan persetujuan  atas
perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam
persetujuan penanaman modal sebelumnya.

Persetujuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal yang diberikan dalam rangka
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri, vang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip / Izin
Usaha Sementara sampai dengan memperoleh 1zin Usaha/lzin Usaha Tetap danfatal
sebagai Persetujuan Prinsip Fasilitas Fiskal

Persetujuan PMA adalah persettjuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Lindang-
undang Nomor | Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal
Asing, vang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip / lzin Usaha Sementara sampai
dengan memperoleh Izin Usaha/[zin Usaha Tetap dan/atau sebagai Persetujuan Prinsip
Fasilitas Fiskal.

Persetujuan perluasan adalah persetujuan penambahan modal beserta fasilitasnya untuk
menambah kapasitas terpasane vang telah disetwjui danfatau menambah jenis produksi
barang dan jasa yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip/izin Usaha Sementara
sampai dengan memperoleh Izin Usaha Tetap Perluasan.

Persetujuan perubahan adalah persetujuan atas perubahan ketentuan-kerentuan
penanaman modal yang telah ditetapkan dalam perseiujuan atau izin penanaman modal
sebelumnya.

lzin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah persetujuan untuk
mendirikan kantor perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.

Perizinan Pelaksanaan adalah izin-izin vang diperlukan untuk merealisasikan
persetujuan penanaman modal,

Persetujuan fasilitas penanaman modal adalah persetujuan mengenai pemberian fasilitas
penanaman modal berupa fasilitas bea masuk dan fasilitas perpajakan sesuai dengan
perundang-undangan kepabeanan dan perpajakan yang berlaku.

Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) adalah angka pengenal yang dipergunakan
sebagai izin untuk memasukkan (impor) barang modal dan bahan bakw/periolong untuk
pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang telah disetujui.

Keputusan tentang pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
adalah persetujuan pengesahan rencana Jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga
kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan Tenaga Kerja
Asing (TKA) dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
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Keputusan tentang lzin Mempekerjakan Tenapa Kerja Asing (IMTA) adalah izip bagi
perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing dalam
jumlah, jabatan dan periode tertentu.

lain Usaha/lzin Usaha Tetap adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk
melaksanakan kegiatan produksi baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai
pelaksanaan atas Surat Persetujuan penanaman modal vang telah diperoleh perusahaan

. lzin Usaha Tetap Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk

melaksanakan kegiatan produksi atas penambahan produksi barang maupun produksi
jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Perluasan pensnaman modal vang

sebelumnya telah diperoleh perusahaan.

Perubahan  status adalzh  perubahan  stais  perusahaan  dari PMDN  atau Non
PMDN/PMA menjadi PMA, atau dari PMA menjadi PMDN, sebacai akibat adanya
perubzhan kepemilikan saham.

Merger adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka
PMDN dan/atau PMA dan/atau Non PMA/PMDN yang sudah berproduksi dan 1elah
memiliki Izin Usaha/lzin Usaha Tetap ke dalam saw perusahaan vang akan meneruskan
semua kegiatan perusahaan yang bergabung, sedangkan perusahaan yang menggabung
dilikuidasi.

. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenaj

perkembangan kegiatan perusahaan penanamar modal dalam bentul dan tata cara
sebagaimana yang ditetapkan. .

Usaha Kecil adalah kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil sehagai berikut -

&  Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratws juta rupieh),
tidak termasuk tanzh dan bangunan tempar uvsaha atau memiliki hasil penjualan
tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah):

b. Milik warga negara Indonesia;

¢. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau
berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau
Usaha Besar;

d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau
badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi.

Pasal 2

Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka
PMDN dan PMA wajib mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM.

Surat Persetujuan (SP) atas permohonan penanaman modal dalam rangka PMDN dan
PMA ditandatangani oleh Kepala BKPM.
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Penanaman modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (2) wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan
pelaksanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penanaman modal.

Perizinan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas -

a.  Perizinan yanz diterbitkan oleh BKPM, berupa :

1). Angka Pengenal Importir Terbatas:

2). lzin Usaha/lzin Usaha Tetap/lzin Perluasan:

3). Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

4). Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing:

3). Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;

6). Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing vang bekerja di lebih
dari | (saw) Provins:. )

7). Fasilitas pembebasan/keringznan Bea Masuk atas pengimporan Barane Moda)
atau Bahan Bakw/Penolong dan Fasilitas Fiskal lainnyva.

b.  Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi sesuaj kewenangannya,
berupa  Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Tenaga
Kerja Asing yang bekerja di wilayvah Kabupaten/Kota dalam | (satu) Provins',
r'erizinan yang dierbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa :

1). Izin Lokasi;

Z). Sertifikat Hak Atas Tanah;

3). 1zin Mendirikan Bangunan:

). Izin Undang-Undang Gangeuan/HO:

1]

FPasal 3

Surat Persetujuan Penanaman Modal akan batal dem; hukum apabila dalam jangka
waktu 3 (tiga) tahun bagi proyek baru dan 2 (dua) tahun bagi proyek perluasan sejak
‘anggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nvata baik
falam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik.

{egiatan nyata dalam bentuk administrasi yaitu kegiatan memperoleh perizinan

erupa:

t. Izin Lokasi atau perjanjian sewa gedung (khusus bidang jasa) atau Surat Izin
Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus bidang usaha
pertambangan di luar minyak dan gas bumi: dan/atau

.. SP Pabean Barang Modal: dan/atau

. APIT; dan/atau

. RPTKA bagi yang menggunakan TKA; dan/atau

. 1IMB; dan/atau
Izin Undang-Undang Gangguan/HO:

-egiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk:

Di bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa
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1). Pengadaan lahan; atau

- |
2). Pembangunan gedung/pabrik; atau -
3). Pengimpaoran mesin dan peralatan. |

b. D bidang usaha jasa, telah ada kegiatan pokok berupa :
1). Pengadaan lahan, atau
2). Pengadaan/Pembangunan gedung/ruang perkantoran.

¢. Di bidang usaha pertanian telah ada kegiatan pokok berupa pengadaan lahan.
d. Di bidang usaha perikanan telah ada pembelian sebagian kapal ikan

) Peneiapan janoka wakiu penyelesaian proyek vang tercantum dalam Surat Persetujuan
Penanazman Modal, disesuaikan dengan skala investas atau bidang usaha

Pasal 4

zlam pengajuan permohonan PMDN dan PMA, penentuan/pemilihan bidang usaha
rdasarkan kepada :

Dafiar bidang usaha vang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu bagi
penanaman maodal.

Pewnjuk Teknis Pelaksanaan renanaman dlodal;

Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang
terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan;

Ketentuan lain yang diterbitkan oleh Pemerintah. -

BABII
PERMOHONAN PENANAMAN MODAL BARU

BAGIAN PERTAMA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Pasal 5

) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh
Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma (Fa), Koperasi,
BUMN, BUMD, atau Perorangan.

) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan
kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model
I/PMDN sebagaimana Lampiran 1. '

) Persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Neger (SP
PMDN) dengan tembusan kepada :
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14

(1)

(2)

(3)

Menteri Dalam Negeri;

Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersanokutan:
Menter1 Keuangan;

Menteri Negara Lingkungan Hidup;

Menter Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
Gubemur Bank Indonesia;

Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukar;

Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan;
Gubernur Provinsi yane bersangkutan:

Bupati’Walikola yang bersanckutan

el st = o - B e A W

Surat persetujuan  schaszimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kena sejak diterimanva permohonan vane lenokan dan

i P £ | # P - = = !
benar, kecuali bidang-bidang  usaha vang  memerlukan  konsuliasi dengan
Depanemen/Instansi terkait,

BAGIAN KEDUA
PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 6

Permohonan penanaman niodal baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh :

a. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA: atay

b. Warga negara asing danfatau badan hukum asing danfatau perusahaan PMA
bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan
kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model
I/PMA sebagaimana Lampiran 2.

Persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2}
diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP PMA) dengan

tembusan kepada :

Menteri Dalam Negeri;

Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
Menteri Keuangan;

Menteri Negara Lingkungan Hidup;

Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
Gubernur Bank Indonesia;

Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea & Cukai:

Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan;

Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan:
Kedutaan Besar Asing yang bersangkutan;

ERTTrEE M an o
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n. Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Surat persetujuzn sebapaimana dimakeud dalam ayat (3) diterbitkan selambar-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lenigkap dan
benar  kecuali  bidang-bidang usaha yang  memerlukan konsultasi  dengan
Depantemen/Instansi terkait.

BAGIAN KETIGA
KETENTUAN KHUSUS BAGI BIDANG USAHA DAN
KEGIATAN USAHA TERTENTU

A PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI
DALAM RANGKA PMDN “ ¥

Pasal 7

Penmohonan pepanaman modal baruy  dalam rangka PMDN di  bidang usaha
pertambangan di luar minvak dan gas bumi untuk golongan bahan palian strategis dan
bahan galian vital, diajukan dengan melampirkan Kuasa Pertambangan yang
diterbitkan olek Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Direktur Jenderal
Geologi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri.

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan
menggunakan  formulir Model FPMDN sebagaimana Lampiran |, dengan
melampirkan Kuasa Pertambangan / Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang
dikeluarkan oleh Menteri Enersi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/Bupati/Walikota
sesual kewenangannya,

Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) diterbitkan dalam
bentuk Surat Perserujuan PMDN, dengan tembusan kepada pejabat-pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

Sural persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan
benar.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SP-PMDN

diterbitkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, maka Surat Persetujuan PMDN tersebut batal demi hukum

Pasal 8
Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN khusus di bidang

pertambangan  batubara  dilakukan dengan Perjanjian  Karya  Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B).
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Rancangan Perjanjian Karva Pengusahaan Pertambangan Batubara disiapkan oleh
Menteri/Gubernur/Walikota scsuai kewenangan, bersama calon penanam modal.

Berdasarkan Rancangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B) secbagaimana dimaksud dalam avat (2), Kepala BKPM menyampaikan
pendapat kepada Menten Energi dan Sumber Daya Mineral.

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ditandatangani oleh
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/ Bupati/ Walikota dengan calon
penanam modal diperiakukan sama seperti Surat Persetujuan PMDN vyang diterbitkan
oleh Kepala BEPM.

Rencana investas: unuk pelaksanaan Perjanpan Karva Penguszhaan Pertambangan
Batubara beserta fasilitasava secara bertahap diajukan kepada Kepala BKPM dilampiri
dengan rekomendasi Direkiur Jenderza! Geologi dan Sumber Dava Mineral

B. PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI
DALAM RANGKA PMA'

Pasal 9

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA di bidang usaha
pertambangan di luar minyek dan gas burmi dilaksanakan dalam bentuk Kontrak Karya
atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara calon penanam
modal dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/Bupati/Walikota

sesual kewenangannya.

Kontrak Karya atau Perjapjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
diperlakukan sama seperti Surat Persetujuan PMA.

Rencana investasi untuk pelaksanzan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara beserta fasilitasnya secara bertahap diajukan
kepada Kepala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Direktur Jenderal Geologi dan
sSumber Daya Mineral.

C. KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
Pasal 10

Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di luar bidang keuangan wajib
memperoleh izin dari BKPM.

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala
BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model KPPA'

sebagaimana Lampiran 3.

lzin kegiatan KPPA diterbitkan dalam bentuk Surat Izin yang ditandatangani oleh
Kepala BKPM, dengan tembusan kepada :

11
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Menteri Keuangan;

Menteri Perindustrian dan Perdagangan:

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Kepala Perwakilan Rl di Negara asal perusahaan asing;

Duta Besar /Kepala Perwakilan dari Negara asal perusahaan asing di Jakarta:
Gubemur/Bupati/Walikota,

G o

Surat lzin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 5
(lima) han kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BaB 111
1Z1N USAHA /1ZIN USAHA TETAP
Pasal 11

Peruszhaan penanaman modal waijib memiliki Izin Usaha‘lzin Usaha Tetap untuk dapat
memulai pelaksanaan kegiatar operasi/produksi.

Permohonan untuk memperoleh Izin Usahalzin Usaha Tetap sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap denzan
menggunaran lfommulir pemiolionan Izin Usahalzin Usaha Tetap sebagaimana
Lampiran 4.

Bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri apabila memerlukan Izin
Usahalzin Usaha Tetap agar mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dalam 2
(dua) rangkap dengan menggunakan formulir permohonan Izin Usaha/zin Usaha Tetap
sebagaimana Lampiran 5.

Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam
bentuk Surat Izin Usaha/lzin Usaha Tetap, ditandatangani oleh Kepala BKPM, dengan
tembusan kepada pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk
PMDN dan Pasal 6 ayat (3) untuk PMA.

Surat lzin Usaha/lzin Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap

dan benar.

Surat Izin Usaha/lzin Usaha Tetap berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak produksi
dimulai bagi perusahaan PMDN dan PMA berlaku selama perusahaan berproduksi/-
beroperasi.

BAB IV

PERMOHONAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL

12
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(1)

(2)

al
e

Pasal12

Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN/PMA diajukan oleh
perusahaan PMDN/PMA yang telah berproduksi. kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua)

rangkap dengan menggunakan formulir sebagaimana Lempiran 6 dan 7.

Dalam hal jenis produksi perluasan berbeda denoan proyek sebelumnya atau lokasi
perluasan usahanya berada dalam Kabupaten/Kota yang berbeda dengan proyek
sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki lzin
Usaha/lzin Usaha Tetap atas proyek sebelumnya.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud avar (1) diterbitkan Surat Persetujuan (SP)
Perluasan vang ditandatangani oleh Kepzla BRKPAL denean tembusan kepadza pejabar-
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (3) untuk PMIDN dan Pasal 6 avar
(3} untuk PMA,

Surat persetujuan perluasan secbagaimana dimaksud dalam avat (3) diterbitkan
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari rerja sejak diterimianva permiohonan vang
lengkap dan benar kecuali bidang-bidang usaha vang memerlukan konsultasi dengan
Departemen/Instansi terkait.
BADB VWV
PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

BAGIAN PERTAMA
PERSYARATAN UMUM BAGI PERMOIIONAN PERUBAHAN

Pasal 13

Perubzhan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN/PMA wajib memperoleh
persetujuan Kepala BKPM.

Perubahan atas ketentuan proyek yange wajib memperoleh persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. Perubahan lokasi provek:

b. Perubahan bidang usaha dan jenis produksi (baik jenis atau kapasitas),

¢. Perubahan penggunaan tenaga kerja asing;

d. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan;

€. Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA;

f.  Perubahan status perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN;

g- Perubahan status perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA menjadi perusahaan
PMA: :

h. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek:

Penggabungan perusahaan (merger).

Perubahan atas ketentuan proyek di luar ayat (2) harus diberitahukan secara tertulis
kepada Kepala BKPM, yaitu :
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(4)  Setiap permohonzn harus ditandatangani olel) pimpinan perusahaan atay direksi yanp
berwenang atau piliak yang diberi kuasa diseria; denoan surat kuasa

BAGIAN KEDUA
PERUBAHAN LOKASI PROYEK

Pasal 14

(1) Permohonan perubahan lokasi proyvek bagi perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada
Kepala BKPM, dalam 2 (dua) ranckap dengan menggunakan formulir Model 1]
sebagaimana Lampiran §.

2} Persewyjuan atas permohonan perubahan sebageiniana dimaksud  dalam aval (13
giterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan [obas) dengan tembusan kepada
pelabat-pejabar sebagaimana dimaksud dalam Pasa! < e uruk PMDN dan Pasal
6 avat (3) uniuk PMA.

Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) diterbitkan sc'ambat- |
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanva permohonan vang lengkap dan benar.

Lad
o

BAGIAN KETIGA
PERUBAHAN BIDANG USAHA, JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI

Pasal 15

|)  Permohonan perubahan bidang usaha, jenis dan kapasitas produksi perusahaan
PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan
menzgunakan formulir Model [11 sebagaimana Lampiran §.

) Persetujuan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Bidang Usaha, Jenis dan
Kapasitas Produksi. dengan tembusan kepada instansi terkait.

) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-

sclambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan vang lengkap dan
benar.

BAGIAN KEEMPAT
PERUBAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 16
Permohonan perubahan penggunaan tenaga kerja asing perusahaan PMDN/PMA
digjukan kepada Kepala BKPM, dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan
formulir Model 111 sebagaimana Lampiran §.
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2)  Persetuyjuan atas permohionan pengeunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud
dalam ayvat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persctujuan Perubahan Pencsunaan
Tenaga Kerja Asing, dengan tembussn kepada instansi terkaii.

Surat Persctujuan sebagaimans dimzksud dalam ava: (2) diterpitkan selambar
lambatnya 5 (Iima) hari kerja sejak diterimanya permohonan vang lengkap dan benar.

Lad
e

BAGIAN KELIMA
PERUBAHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 17

) Permohonan perubshan investasi atas mesm-mesin/peralatan vans berfasilitas dan
sumber pembiavaan peruszhaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepaiz BKPM dalam 2
(dua) rangap dengan mengzunakan formulir Model I sebagaimana Lampiran 8.

') Persetujuan  atas permichonan  perubahan  investasi dan  sumber pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan
Perubahan Investasi dan Sumber Pembisyaan, dengan tembusan kepada instansi
terkait

) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar
BAGIAN KEENAM
PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN PMA
Pasal 18

) Permohonan perubahan kepemilikan saham bagi perusahaan PMA diajukan kepada
Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model Il
sebagaimana Lampiran 8.

| Persetujuan perubahan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham dengan
tembusan kepada instansi terkait.

Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditenimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KETUJUH
'ERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMA MENJADI PERUSAHAAN PMDN
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Pasal 19

Perusahazn PMA Vvang selurvh sahamnya telah dimiliki oleh peserta’pemesane saham
Indonesia wajib mengajukan permohonan perubahan staius menjadi PMDN untuk
memperoleh persetujuan dari Kepala BKPM dalam 2 (duz) rangkap dengan
menggunakan formulir Model lilLA sebagaimana Lampiran 2,

Persetujuan perubshan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) dierbitkan dalam
bentukx Surat Persetujuzn Perubzhan Status Perusahaan dengan tembusan kepada

instansi terkait

Surat Persetujuan sebecaimana dimaksud dalam avar (23 duerbitken seiambat:
lambatnva 7 (tujuh) hari kenja sejak diterimanya permohonan vane lenokap dai benar.

Bagi perusahaan vang teiah menuliki Suratl lzin Usaha/lzin Usaha Tetap dalem rangka
PMA, setelah berubah status menjadi PMDN, wajib mengajukan permohonan
perubahan Surat [zin Usaha‘izin Usaha Tetap dalam rangka PMDN kepada Kepala
BKPM.

Persetujuan perubahan ssbagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KEDELAPAN
PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMDN ATAU NON PMDN/PMA
MENJADI PERUSAHAAN PMA :

Pasal 20

Perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA yang telah sah berbadan hukum yang
sahamnya dibeli oleh perusahaan PMA dan atau badan hukum asing dan atau
warganegara asing, wajib mengajukan permohonan perubahan status menjadi PMA
kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model
III.B sebagaimana Lampiran 10.

Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
dilakukan apabila bidang usaha perusahaan dimaksud tidak dinyatakan tertutup bagi
penanaman modal yang dalam penyertaan modal perusahaan ada kepemilikan saham

asing.

Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam
bentuk Surat Persetujuan Perubahan Status, dengan tembusan kepada instansi terkait

Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) han kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Bagi perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dalam rangka

PMDN atau Non PMDN/PMA, setelah berubah status menjadi PMA, wajib
mengajukan permohonan perubahan Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dalam rangka
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PMA kepada Kepala BKPM

Persctujuzn perubzhan scbagaimana dimaksed doalam avat (3) diterbitkan sclambai-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditenimariva permohonan yang lengkap dan benar

BAGIAN KESEMBILAN
PERPANJANCAN WARKTU PENYELESAIAN PREOYEK

Pasal 21

Perpanjangan wakiu penvelesaian pioveh  peruszhazn FMDN/PMA vang masa
berlakunva akan beraklur dan belum perprodukst komersial, wajib mengzjukan
permohonan perpanjangan wakiu penyelesaian provek kepada Kepala BKPM daiam 2
(dua) rangkap dengan menggunaxan formubir Model [HL.C schagaymuna Lampiran |

Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimakzed avar (1) diterbitkan dalam
bentuk Surat Persetujuan Perpanjangan Wakiu Penyelesatan Provek. dengan tembusan
kepada instansi terkait.

Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KESEPULUH
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) -

I*asal 22

Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha sebagai akibat terjadinya penggabungan
perusahaan (merger), wajib memperoleh persetujuan dari Kepala BKPM

Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha maupun yang akan menggabung harus
sudah mempunyai neraca perhitungan laba rugi meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir.

Status perusahaan setelah penggabungan (merger), ditentukan oleh status perusahaan

yang meneruskan kegiatan usaha :

a. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN
dan setelah penggabungan (merger) tidak ada warga negara asing dan/ atau badan
hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, status
perusahaan tetap PMDN,

b. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN
atau Non PMDN/PMA dan setelah penggabungan (merger) terdapat warga negara
asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang
saham, status perusahaan berubah menjadi PMA.

c. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMA,
status perusahaan tetap PMA.
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Perusahaan yang okan mencruskan kegiatan usaha vang sebagian saham perusahaan
dimiliki oleh warga negara asing dan/atay badan hukum asing dan/atau perusahan
PMA, tdak diizinkan memasuki kegiatan usaha vang dinyatakan temutup bagj
penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada kepemilikan saham asing,

Dalam hal perusahaan yang akan mengesbung masih mempunyal provek perluasan
dalam 1ahap pembangunan/Konsiruksi dimana  sebagian mesin/peralaian  sudah
dilmpor, perusahaan yarg akan meneruskan kegiatan usaha harus terlebih dahulu
mengajukan permolionan perluasan bidang usaha atas kegiatan usaha vang masih
dalam tzhap pembangunan‘konstruksi tersebut

Fasilitas fiskal yang dimihiki oleh masing-masing perusahaan yanyg menggabung dan
belum dimanfaatkan dinvatzkan batal dan ridak dapat dimanfaatkan lebih lanjut olek
perusahaan yang meneruskan kegiatan usahanva.

Permohonan penggabungan perusahaan (merger) sebagaimana dimaksaed dalam avat
(1) diajukan dalam 2 (dua) rangkap dengan mengeunakan formulir Model HLD
sebagaimana Lampiran 12

Persetujuan atas permohonan sebagaimanz dimaksud dalam ayat (7) diterbitkan oleh
BEPM dalam bentuk Surat Persetujuan, dengan tembusan kepada instansi terkait,

Surat perseiujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (§) diterbitkan selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan
benar. : .

BAB VI
FASILITAS DAN IZIN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

BAGIAN PERTAMA
IMPOR BARANG MODAL

Pasal 23

Permohonan persetujuan  fasilitas atas impor barang modal bagi perusahaan
PMDN/PMA, diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan
menggunakan formulir Model IV.A (Daftar Induk Barang Modal) sebagaimana

Lampiran 13.

Persetujuan pemberian fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan dalam bentuk
Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk Atas
Pengimporan Barang Modal (SP Pabean) disertai lampiran Daftar Induk Barang
Modal, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal
Pajak dan Direktur Jenderal Instansi Teknis.
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Sural persetujuan sebacsimana dimaksud dalam avat (2) diterbjtkan selambar
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan vane lengkap
dan benar

Jangka waktu berlakunya pemberian Iasiljtas Pabean Barang Modal disesuaitay
dengan jangka waktu penyelesaian provek.

Dalam hal waktu pemberian fasilitas yang tercantum datam Surat Persetujuan Fasilitas
atas impor barang modal telah berakhir, maka untuk perpanjangan Sural Perseiujuan
Fasilitas atas impor barane modal tersebut. perusahaan yvang bersangkutan terlebil;
dahulu  mengajukan  permohonan perpanjancan waktr  penyelesaian provek
sebagaimana dimaksud dalem Pasal 2.

Permohonan perubahan danfatau penzmbahan atas persetujuan pengimporan barang
modal yang telah dimiliki diajukan kepada Kepala BKPM, dan persetujuzn diterbitkan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Ketja seiak diterimanya parmohionan vang
lengkap dan benar.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat diberikan apabila nilaf
barang modal seluruhnya tidak menjadi lebih besar dari nilaj barang-modal vang
tercantum dalam Surat Persetujuan (SP PMDN/PMA).

Apabila barang modal (mesin-mesin/peralatan) vang telah diimpor sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) akan dj re-ekspor, maka perusahaan mengajukan surat
permohonan kepada Kepala BKPM untuk selamutnya diterbitkan Surat Rekomendasi
kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk re-ekspor tersebut.

BAGIAN KEDUA
IMPOR BAHAN BAKU/PENOLONG

Pasal 24

Permohonan persetujuan fasilitas atas impor bahan baku/penolong bagi perusahaan
PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan
menggunakan formulir Model [V.B (daftar induk bahan baku/penclong) sebagaimana

Lampiran 14.

Persetujuan pemberian fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan, dalam bentuk
Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk Atas
Pengimporan Bahan BakwPenolong (SP Pabean) dengan lampiran Daftar Induk
Bahan Baku/Penolong, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Instansi Teknis.

Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan vang lengkap
dan benar.
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Bagi perusahzan yang belum memiliki Surat Izin Usahallzin Usahy Tetap, baik dalam
rangka PMDN maupun PMA, diberikan fasilitas pengimporan bahan bakufpcnanng
untuk kebutuhan | (satu) tahun produksi dengan jangka wakiy pengimporan | (satu)
tahun. Tambahan kebutuhan Sahsn baku untuh 1whun kedua dapat diberikan setejaly
perusahaan memiliki Surat Izin Usaha/lzin Usaha Tetap, dengan perpanjangan Jangka
wakiu pengimporan selama | (satu) tahun scjak herakhirmya SP Pabean pertama.

Perusahaar yang telah memiliki Surat Izin Usaha/lzin Usaka Twiap, baik dalam rangka
PFMDN maupun PMA diberikan fasilitas pengunperan bahan 'u:lkufpcnc-lung untik
kebutuhan 2 (dua) tahun produksi dengan janela wakiy pengimporan diberikan
sekaligus selama 2 (dua) tahun

Perusahasn yang telah memperniel fasilitns bahan baku/penvlong. apabils belum
menyelesaikan imparnva dalam Hangka wakw 2 (dua) tzhun diberikag perpanianoan
Jangka wakw impor selama | (satu) 1ahun terhitung sejak fanggal Surat Perserujuan
Perpanjangan Fasilitas Pabean

BAGIAN KETIG A
ANGRA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS (A PIT)

Pasal 25

Perusahaan PMDN/PMA yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal
dan/atau bahan baku’penolong, wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas

(APIT),

Permohonan untuk memperoleh APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan
kepada Kepals BKPM dalam 3 (dua) rangkap, dengan menggunakan formulir APIT

sebagaimana Lampiran 15,

APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala BKPM atas
nama Menteni Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk Surat Keputusan dan
Kartu APIT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Menteri
Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional u.p.
Direktur Impor, Bank Indonesia Bagian Ekspor Impor, Direktur Jenderal Bea dan
Cukai dan Direktur Jenderal Pajak.

Permohonan APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar,

APIT berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia,
selama perusahaan yang bersangkutan masih berproduksi/beroperasi.

Perusahaan yang kegiatannya termasuk dj bidang perdagangan dan yang akan
mengimpor barang-barang yang akan diperdagangkan, maka APIT yang telah dimiliki
berlaku juga sebagai Angka Pengenal Importir Umum (APIU) dan berlaku selama $
(lima) tahun,
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Untuk setiap perubaban API] meliputt nama perusahaan. alamat, NPWP, direks;
perusahaan atzu penandatangan dokumen impor wajib memperoleh persetujuan dan
BKPM,

BAGIAN KEEMPAT
IZIN MEMPEKERJIAKAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 26

Perusahaan PMDN/PMA vang zkan memperkerjakan fenaos Kerja Asing (TKA)

wajib memiliki Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RF1F.A)

Permohonan uniuk memperoleh pencesahan RPTKA sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (1) diajukan kepzda Kepala BKPM, dengan menggunakan formubir
RPTKA sebagaimana [ampiran 16

Pengesahan RPTKA dierbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTKA
dengan tembusan kepada instansi terkait

Surat Keputusan sebagaimana vang dimaksud dalam ayar (3) diterbitkan selambat-
lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan
benar. '

Pasal 27

TKA yang bekerja pada perusahaan PMDN/PMA dan Kantor Perwakilan Perusahaan
Asing (KPPA) vang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki Visa lzin Tinggal
Terbatas (VITAS) vang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia.

Untuk mendapatkan VITAS sebagaimana dimaksud dalam ayvat (1), perusahaan harus
memiliki rekomendasi untuk memperoleh visa untuk maksud kerja (rekomendasi
TA.01) dari BKPM dengan berpedoman kepada ketentuan instansi yang berwenang di
bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Rekomendasi TA.01 atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diterbitkan oleh BKPM c.q. Direktur Pelayanan Perizinan kepada Direktur Jenderal

Imigrasi.

Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-
lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan
benar, '

Direktorat Jendral Imigrasi berdasarkan rekomendasi TA 01 sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) memberitahukan Kantor Perwakilan Rl untuk mengeluarkan VITAS

bagi TKA yang bersangkutan.

Setelah TKA yang bersangkutan memperoleh  VITAS, perusahaan pengguna
mengajukan permohonan penerbitan Kartu lzin Tinggal Terbatas (KITAS) kepada
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bukti kartu embarkasi sesuai dengan ketentuan yang be=isku setelah TK= sde
bersangkusan datang di Indonesia

Kantor Imigrasi setempat dengan mengeunakan formulis SITAS dan melam=cuas

Pasal 28

Perusahaan pengguna TKA yang telah memperoleh V1745 dar akan bepers
Indonesia wajib memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga k=ja Asing (IMTA)

Permohonan IMTA baru bagi perusahaan PMDN/PMA = KPPA digjukz=z : :-
perusahaan pengguna dan KPPA kepada Kepala BKP: dengan mengooi -
formulir IMTA sebagaimana Lampiran 17,

Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ==: i2) diterbitkz=
BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmic=si dalam benmas = .-
Keputusan IMTA dengan tembusan kepada instansi terkait.

Surat persetyjuan sebagaimana dimaksud dalam ayat : diterbitkan Tsslzm-i-.
lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya perm:-anan vang lengkz: Z:-
benar.

Pasal 29

Bagi TKA yang masa berlaku IMTA-nya akan berakhir, pzusahaan pengguns w='i:

mengajukan permohonan perpanjangan IMTA denean mezssunakan formulisr 07 =

sebanyak 1 (satu) rangkap sebagaimana Lampiran 17, kepadz - o

a. Direktur Pelayanan Perizinan BKPM untuk TEA yang lozasi kerjanya lebih 2:- ¢
(satu) wilayah Provinsi.

b. Gubemur untuk TKA yang lokasi kerjanya di wilayah Nabupaten/Kota d='z= °
(satu) Provinsi.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajuk= paling lambat 30 zzz
puluh) hari sebelum SK-IMTA dari TKA yang bersmokutan berakhir —:s
berlakunya.

SK Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) diterbitkan sela—=z:-
lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permo=onan yang lengkar Z=-
benar.

Perusahaan pengguna wajib mengajukan permohonan kepaia Kepala BKPM, 1=+
perubahan penggunaan TKA yang melakukan pindah jabaten, rangkap jabatan -
perusahaan pengguna (sponsor) atau pindah lokasi.

Pasal 30

TKA di luar Direksi dan Komisans yang telah bekerja selams= 5 (lima) tahun bertrz-
turut di wilayah Republik Indonesia harus keluar dari witzvah Republik Indoa==
dengan status Exit Permit Only (EPO).
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
rengan berfasunya Keputusan ini, maka Keputusan Manteri Negara [nvestasi’Kepala Badan
oordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman Dan Tata Cara
ermohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam
'egeri dan Penanaman Modal Asing, dinyatakan tidak berlaky

Pasal 35

) Hal-bal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan
Kepuiusan Kepala Badan Koordinasi Penanarnan Modal (BEPM).

') Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi: JAKART A
Pada tanggal = 2 ¢ JUL 2004

24



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPIRAN 111 :

Draft Model I/ PMA.

UL LT PERPUS TARAk
" | UNIVERSI FAs . MBLE



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Submitted 1o BKPM in 2 (1wo) copies. Lampiran 2
SK Kepala BKPM
No. %7/ SK /2004

MODEL 1/ PMA
INVESTMENT APPLICATION
[INTERM OF FOREIGN INVESTMENT
This investment application under the Foreian Invesimem Law No. | effvear 1967 and No. 11
offyear 1970 is hercwith submiited to BKPM on behalf of the Government of The Republic of
Indonesia and [Implementation of T'residentia]l Decree Number 29 of 2004 concermng .

L. DESCRIPTION OF THE PARTICIPANTS

A. Foreign Participant(s)
1. Name company (ies) or individuals b o R TR e £ . (L o

2. Main line of business T bl T e e e e e

3. Address (incl. phone, E-mail address T A s s A R e R
and fax number)

B. Indonesian Participant(s)
. MName (company, cooperative or F T rane ke s e T Pt p e e

individuals
2. Tax Rtgistfﬁiiun Code NUmbBer IIMBWE] T vreiarrsrnssrrrrs s on o e s iismrests s e
3. - Main line of business U A S S L
- Investment status : PMA,PMDN or Non PMA/PMDN *)
4. Address (incl. Phone number, E-mail T R s s e e

address and fax number)

*) Stripe which are not used.

II. DESCRIPTION OI' THE PROPOSED PMA COMPANY
1. Name of company B U AT R s

2. Mamn line of business e T et T R e B (A e PR ST



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

3. Location of the project > e :
- Rggcnﬂ}r AR A A e T e e e s
- Mrovinee 15 bdimn mn g st et T T A e Py

4. Annual Productian

Name of Product (s) { Services ,7_ Designed capacity [ Remarks
Value Amount

................... o E e <z |
5. Annual Sales of Products
Lxpont Market Domestic Market
Name of Product (s)/Services Value Amount Sales Intemal Use
e Amount Amount
Estimated total export value =S O NS Y .
6. Land area required ¥ U . " |, - |
7. Employment : Expatniate Indogesian
. 2 Commissioner (s) s
b. Director(s) : 7
¢. Professional(s) - - Manager(s) g
- Expert(s) I
d. Workers - 250 De e L o e
Total L O

Hote : Expatriate professionals position must be specified.

IJ
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lIl. DECLARATION

. We ackuowledge that the company(ies) shall be obliged 1o take preventive measuies
agnints any pollution resulting from the operation of our investment project, at ou
joim venture company's own expense(s) and m comformity with the appiicable laws
and regulations

2. This applicetion has been properly and duly exccuted 2nd we (the participants) are
responsible for its accuracy, comectness and complereness, including all data and
documents attached here to.

. | T —————. o PO (s i
Foreign Applicant(s) lndonesian Applicant(s)

Stamp duty Rp. 6.000,-

.......................... ) (

Name, Signature Name, Signature and Stamp
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mpatkan ke BKPM Lovpivan 7
moranpkap 2 (dua)

SK Kepala BKPM
MNo 57/ SK /2004

MODEL I/ PMA |

PERMOHONAN FERLUASAN

DALAN RANGEKA PENANAMAN MODAL ASING (I'MA) |
ohonan penanaman modal i diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan (asilitas dalam
-a Undang-undang Nowmor | Tabun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman
il Asing dan Keputuzan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang  Penyelengparaan
1aiman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam

r Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap kepada BKPM,

KETERANGAN PEMOHON
. Nama Perusahaan

2. Bidang usaha

3. a. NPWP

b. MNomor, Tgl. SP PMA dan Perubahannnya
serta [zin Usaha Tetap (apabila ada)
¢. - Akta Pendinan dan Perubahannya
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)

- Pengesahan Menteri Kehakiman dan A M
(Nomor dan tanggal)

-

Alamat lengkap :
(Termasuk Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail)

ETERANGAN PROYEK PERLUASAN)
Bidang Usaha
[.okasi Proyck / Kegiatan Usaha
a Kabupalen/Kola **)
b Propins

Lalalan
") Bagi proyek yang meenn bk felahy daccsatu lokasiigms Kegaatan supayic de cises ool s s
lekasi proyek dandatau kelompok gemis kepatan
1) Coret yanp udak perlu
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1 Investasi Proyek {menpeunakan mats uang yang sama denpan 51 sehelumnya)

2 Modai Tetap

- Pembelian dap pPcmalangan tanah

- Banguna[ﬂgcdung

......................... )*)
- Mesin/peralatan dan suly it I W e S
- Lain-lain ol 4% st o ;
SR, L L N, T e
['lms USS ........ A )
L. Modal Kerja { 3 bulan produksifoperasi) FhE ey
Jumlial e T e e iy
(tis [JS’*?.‘ S5
*)tms USS .. adalal nilai mesin'peralatan dan suku cadanz yang akan diimpar,
Sumber Pembiayaan
- Tembelln ModatsaifBNY [0 . SO0
b. Laba yang ditanam el L L
G Tamhahan Modal Pinjaman AT B
Jumlap i

**) Diisi dengan laba yang
tahu perolehannya

Modal Perseroan
4. Modal Dasar
b, Modal Ditempatkan

c. Modal Disetor
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1. Susunan Para Pemegang Saliam,

-amga_ﬁgﬂa]:am ] ~ Semula S Mcniafii_
hﬁg_ Yo Asing T e |
- w—— — Sl == =1
........................................... |
..................................... _ |
r__Sut;Tatal : e e s npadess: s prisii, s T A ]
| b. Pemegang Saham Indonesia % Indonesia Ya
........................................................... Py s
N e denaihin xpars bl o P ossmeniiimaron | o |
sub toral B S e >
c Total (a+ b Y e L e |00%
10 Jadwal Waktu Penyelesaian Proyvek s bulan, dilnlune sepalk

tanggal Surat Persetujuan diterbitkan olel) BKIPM.

PERNYATAAN

Apabila proyek ini di kemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan ludup, kam
bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan, termasuk penggantian kerugian kepada
masyarakat.

Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai

yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawablkan termasuk dokumen/data
baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Pemahon

Matcrai Rp. 6000
Nama lerang, tanda tanpan,
Fabatan, cap perusahanan

)
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LAMPIRAN V:

Draft Model IITA
Permohonan Perubahan Status PMA Menjadi PMDN.
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ampalkan ke BKPM
am rangkap 2 (dua)

Lampiran 9

SK Kepala BKPM
No+2/ 5K /2004

MODEL 1T/ A

PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAIHAN STATUS

PMA MENJADI PMIDN

KETERANGAN PEMOQHON
[. Nama Perusahaan

2. Bidang usaha

Lokasi Proyek

ad

L

Alamat lengkap

SPP Presiden / SP PMA dan perubahannya

(termasuk Nomor Telepon, Facsimile dan

E-mail).

SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

a. Pemegang Saham Asing Semula Menjadi (PMDN)
USS/ Rp Yo Rp. Yo
Sub Jumlah I " e OO o | essscirond i s e INSTN
b. Pemegang Sahiam Indonesia USS/Rp %o Rp. Yo
Sub Jumlah b e S AT e T L
cJumlah(a+ly) o R cvervysesvaren | S0 | asusass 35 mEab ks A 100"%%
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Digital Repository Universitas Jember

. PERUBAIAN INVESTASI PMA MENJADI PMDN (VALUTA)

I, Rincian Investas:
a. Modal Tetap . Semula (PMA)* Menjadi (PMDN)**
(USS/ Rp.) (Rupiah)

- Pembelian dan pematangan tanah
- Bangunan/pedung L Y TN
- Mesin/peralatan dan suku cadang
- Lam-lain T T e 11 |
Sub Jumlah $ i S e R

b. Modal Kerja 1. WO N, S |

Jumlah Il AN . TS R .

2. Sumber Pembiayaan
a. Modal Sendin

b, Meodal Minjaman
»  Dalam Neger
»  Luar Negeri 127 AN | :

Jumlah

Modal Perserpan
a, Modal Dasar
b. Modal Ditempatkan

Lad

c. Maodal Disetor

‘) Basi proyek yang telali memiliki lzin Usaha/lan Usaha Tetap, nilai investasinya saima dengan yang
tercantum dalam Tzin Usaha/lzin Usaha Tetapnya
Bagi proyek yang belum memiliks lzin Usahallan Uisalin Tetap, nilsi invesiasinya sama dengan yang

tercantum dalam Sural Perselijuan

*5) Wil Konvers: didasarkan. atas kurs yang berdaku pada tanggal Sural Memberinlivan tentang
Persetugpuan Presden atau Surat P'erseiujuan prayeh yang bersanakutan
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“PERNYATAAN

Kemi menyatakan bahwa
berhak di atas materai
dokumen

penmohonan i dibuat dengan benar, dita
yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
/ data yang terlampir maupun yang disampaikan ke;

ndatangan; glel yanp

dipertangungjawabkan (ermiasuk
nudian

................ 20

MPemolion
Kdalira Bp 6000

2 A Y, S )

Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, cap perusahaan

3% lnurger
LAMPIRAN ; [ T

L. Rekaman RUPS tentang pengalihan saham
2. Rekaman Akta atau bukti pengalihan selurul saham asing kepada peserta Indonesia
3

Rekaman LKPM periode terakhir
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